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ABSTRAK

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin keterlaksanaan penegakan hukum yang 
menjunjung tinggi HAM, termasuk dalam pelaksanaan hukum pidana, salah satunya 
dengan menjamin hak-hak dari warga negara yang menjalankan pemeriksaan dalam 
proses hukum acara pidana. Salah satu dilema dalam pelaksanaan hukum acara 
pidana yang tampak bertentangan dengan pelaksanaan penegakan HAM adalah 
dilakukannya penahanan terhadap oknum warga negara yang disangka atau didakwa 
telah melakukan tindak pidana. Dengan maksud menjaga agar tersangka atau 
terdakwa yang ditahan tidak dirugikan karena dilakukannya penahanan, 
dimungkinkan untuk menangguhkan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 KUHAP. 
Akan tetapi pelaksanaan pengaturannya, terutama penangguhan penahanan dengan 
jaminan uang, diserahkan kepada para petugas penegak hukum yang menangani 
tersangka atau terdakwa yang meminta penangguhan penahanan. Dengan demikian 
pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai pelaksanaan hukum acara pidana 
tampak bias dalam pelaksanaan hukumnya. Seolah-olah pelaksanaan penangguhan 
penahanan ini berlaku hukum kebiasaan sedangkan Indonesia merupakan negara yang 
menganut sistem legisme/legalitas yang menuntut kepastian hukum berdasarkan 
hukum tertulis. Dan dalam persyaratan perjanjian penangguhan penahanan itu seolah- 
olah lebih mengacu kepada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata 
antara tersangka/terdakwa atau orang yang menjaminnnya dengan instansi yang 
menahan. Untuk itu penulis melakukan penelitian tentang ’Tenangguhan Penahanan 
Dengan Jaminan Uang Pada Tingkat Penyidikan (Kajian Terhadap Pasal 31 
KUHAP)” dengan permasalahan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi 
pemohon agar dapat dilakukan penangguhan penahanan dengan jaminan uang dan 
dasar pertimbangan penyidik dalam melakukan penangguhan penahanan dengan 
jaminan uang. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang diperoleh dengan studi 
literatur dan ditunjang dengan penelitian di Poltabes Palembang dengan wawancara 
terbuka, dalam penelitian tersebut penulis memperoleh keterangan bahwa Dasar 
diberikannya penangguhan penahanan oleh POLTABES Palembang adalah Pasal 31 
ayat (1), penangguhan terhadap tersangka ditingkat pemeriksaan harus menetapkan 
syarat-syarat, karena tanpa adanya syarat-syarat yang ditentukan terlebih dahulu 
maka penangguhan penahanan tidaklah dapat diberikan. Penangguhan penahanan 
yang diberikan tentunya dengan mempertimbangkan berbagai hal secara selektif. 
Yang dapat berupa pertimbangan-pertimbangan subjektif, seperti tidak akan 
mempersulit dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam perkara yang 
disangkakan, tidak adanya kekhawatiran melarikan diri, tidak khawatir tersangka 
akan menghilangkan barang bukti, tidak adanya kekhawatiran tersangka akan 
mengulangi tindak pidana yang ia lakukan, adanya jaminan, alasan permohonan 
penahanan, kesanggupan dari tersangka atau terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat 
yang diberikan penyidik, situasi masyarakat setempat, serta pertimbangan objektif 
untuk diberikannya penangguhan penahanan, pertimbangan objektif ini diberikan atas 
dasar peraturan yang berlaku didalam KUHAP, yaitu Pasal 21 ayat (4).
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A. Latar Belakang

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara 

anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan- 

kepentingan anggota masyarakat itu.

Dengan banyaknya dan beraneka ragamnya hubungan itu, para anggota 

masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar 

dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat, berupa 

aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap 

anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan hukum itu bersifat mengatur dan memaksa anggota 

masyarakat untuk patuh mentaatinya, sehingga keseimbangan tiap-tiap hubungan 

dalam masyarakat dapat dicapai. Selain itu setiap hubungan kemasyarakatan tidak 

boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang ada dan 

berlaku dalam masyarakat. Jika ada yang melanggar peraturan tersebut, akan 

dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang 

melanggar peraturan hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan- 

peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota 

masyarakat, maka peraturan-peraturan tersebut harus sesuai dan tidak boleh 

bertentangan dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat.

1
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Dalam perkembangannya, hukum digolongkan menjadi beberapa bagian 

didasarkan pada sumbernya, berlakunya, tenpat berlakunya, waktuyang

berlakunya, cara mempertahankannya, sifatnya, serta isinya.

Dari segala macam hukum tersebut, yang terpenting ialah penggolongan 

hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum privat (berupa hukum perdata dan hukum 

dagang) dan hukum publik (terbagi menjadi Hukum tata negara, hukum

administrasi negara dan hukum pidana).2

Dalam pelaksanan antara hukum dimasyarakat, tampak yang paling

menonjol pelaksanaanya adalah hukum pidana dengan mekanisme formal hukum 

acara pidana.

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin keterlaksanaanya penegakan 

hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), termasuk dalam 

pelaksanaan hukum pidana, salah satunya dengan menjamin keterlaksanan hak- 

hak dari warga negara yang menjalankan pemeriksaan dalam proses hukum acara

pidana.

Salah satu dilema dalam pelaksanaan hukum acara pidana yang tampak

bertentangan dengan pelaksanaan penegakan HAM adalah dilakukannya

penahanan terhadap oknum warga negara yang disangka atau didakwa telah 

melakukan tindak pidana. Walaupun dalam hal ini, penahanan berfungsi sebagai 

prevensi general, akan tetapi penahanan juga merupakan tindakan yang membatasi

1 C.S.T kansil, Buku Sakit Hukum (Hukum Untuk Tiap Orang), Erlangga, Jakarta, 1986, Hal 22
2 Ibid. Hal 23
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dan mengambil kebebasan bergerak seseorang, sedangkan kebebasan merupakan 

hak asasi yang paling didambakan oleh setiap manusia.

Karena itulah KUHAP dalam pasal 31 mengatur mengenai penangguhan 

penahanan baik dengan atau tanpa jaminan, berupa orang atau uang. Bunyi 

selengkapnya dari pasal 31 KUHAP adalah sebagai berikut:

(1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa,penyidik atau penuntut 
umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing,dapat 
mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang 
atau jaminan orang,berdasarkan syarat yang ditentukan.

(2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu- 
waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka 
atau terdakwa melanggar syarat sebagimana dimaksud dalam ayat (1).

Dengan maksud menjaga agar tersangka atau terdakwa yang ditahan tidak

dirugikan karena dilakukannya penahanan.Akan tetapi dalam pasal 31 KUHAP ini

maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak mengatur tentang apakah yang 

menjadi dasar pertimbangan bagi pejabat penahanan yang berwenang untuk 

menangguhkan penahanan.

Dalam prakteknya, pelaksanaan pengaturan mengenai penangguhan 

,terutama penangguhan penahanan dengan jaminan uang,diserahkan kepada para 

petugas penegak hukum yang menangani tersangka atau terdakwa yang meminta 

penangguhan penahanan.Tidak ada aturan jelas yang mengatur secara langsung 

mengenai syarat-syarat penangguhan penahanan, bagaimana wujud peijanjiannya, 

berapa besar patokan uang yang dijadikan jaminan,kurang jelas pula pengaturan 

mengenai hubungan perikatan antara petugas penegak hukum yang menangani
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dengan tersangka/terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan,antara 

negara dengan tersangka/terdakwa yang hendak meminta penangguhan penahanan, 

ataupun pendelegasian kewenangan antara negara dengan petugas penegak hukum 

yang menangani tersangka/terdakwa yang hendak meminta penangguhan 

penahanan.dan didalam pelaksanaanya,dalam hal keinginan tersangka atau 

terdakwa untuk ditangguhkan penahannya hanya sedikit sekali yang dikabulkan 

yang disebabkan pertimbangan tersendiri oleh pejabat yang menangguhkan 

penahanannya.3

Dengan demikian pelaksanaan penangguhan penahanan sebagai 

pelaksanaan hukum acara pidana tampak bias dalam pelaksanaan

hukumnya.seolah-olah pelaksanaan penangguhan penahan ini berlaku hukum

kebiasaan sedangkan Indonesia merupakan negara yang menganut sistem legisme 

legalitas yang menuntut kepastian hukum berdasarkan hukumtertulis.Dan dalam

persyaratan perjanjian penangguhan penahanan itu seolah-olah lebih mengacu 

kepada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata antara tersangka 

terdakwa atau orang yang menjaminya dengan instansi yang menahannya.4

Berdasarkan pemikiran ini,maka penulis tertarik untuk menuangkannya ke 

dalam skripsi yang berjudul : “ PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN 

DENGAN JAMINAN UANG ATAU ORANG PADA TAHAP TINGKAT 

PENYIDIKAN BERDASARKAN PASAL 31 KUHAP “

\ Wawancara Dengan Kompol Didik Agung Widjamarko.S.IK.MH, Tanggal 20 Mei 2009 
M. Yahya harahap , Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP , Pustaka Kartini 

Jakarta, 1985,Hal 228
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Apakah persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi pemohon agar dapat 

dilakukannya penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau orang ?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik untuk menangguhkan 

penahanan dengan jaminan uang atau orang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui,menganalisa dan menggambarkan persyaratan dan prosedur 

yang harus dipenuhi pemohon agar dapat dilakukannya penangguhan

penahanan dengan jaminan uang atau orang.

2. Untuk mengetahui ,menganalisa dan menggambarkan yang menjadikan dasar 

pertimbangan bagi penyidik untuk menangguhkan penahanan dengan jaminan

uang atau orang.

D. Ruang Lingkup

Obyek Penelitian dalam sknpsi ini penulis arahkan kepada penangguhan 

penahanan dengan jaminan uang yang dilakukan penyidik dan diatur dalam 

KUHAP dan peraturan pelaksanaan KUHAP.
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E. Metodologi

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis normatif yang dilakukan dengan mempelajari teori-teori,konsep-konsep 

' serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan,dan didukung secara 

yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan 

gambaran yang jelas berkaitan dengan permasalahan.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah secara langsung oleh

peneliti dari objeknya.Data Primer diperoleh penulis melalui studi lapangan

dengan wawancara, wawancara yang dilakukan peneliti berdasarkan

keterangan pihak-pihak instansi yang terkait.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari 

objek yang diteliti dalam bentuk telah jadi.

Data sekunder diperoleh dengan cara :

1. Mencatat data-data .yang telah tersedia

2. Membaca buku-buku literatur yang mendukung penelitian ini sehingga 

diharapkan dengan landasan teori yang diperoleh didapat kesimpulan.
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3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari:

- Bahan hukum primer : Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

KUHAP.

Bahan hukum Sekunder : Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983

Tentang Pelaksanaan KUHAP.

- Bahan hukum Tersier : Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan data

Data yang diutamakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Untuk

mendukung data sekunder dilakukan juga pengumpulan data dilapangan dengan

alat pengumpul data dengan wawancara secara terbuka terhadap aparat penegak

hukum seperti penyidik.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan dikota Palembang terutama instansi terkait 

dengan penelitian yakni kepolisian Kota Besar ( POLTABES ) Palembang 

Lokasi penelitian ini dipilih penulis dikarenakan pada instansi ini, permintaan 

akan penangguhan penahanan Relatif besar.
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6. Teknik Analisa Data

Analisa data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dengan menggunakan metode penguraian deskriptif analitis, yaitu 

menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu 

sama lain untuk mendapat kesimpulan yang bersifat umum.
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